
SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UT \RA

NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 42

TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANG(,ARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATBRA UTARA TA}|UN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Gube:"nur Sumatera Utara

Nomor +2 Tahun 2023, telah d tetapkan Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan lan Belanja Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun Angga'an 2023;

b. bahwa berdasarkan Bab II hurrf D angka 4 huruf a

Lampiran Peraturan Menteri Da-1iim Negeri Republik

Indonesia Nomor 77 Tahwn 2O2O ter tang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah, yanil menyatakan bahwa

trelanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan

pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan

mendesak yang tidak dapat dipred.ksi sebeiumnya dan

pengembalian atas kelebihan pembay,:.ran atas penerimaan

daerah tahun-tahun sebelumnya serte, untuk bantuan sosial

yang tidak dapat direncanakan sebelurnnya;

c. bahwa berdasarkan Bab II huruf D angka 4 huruf k
Lampiran Peraturan Menteri Dairim Negeri Republik

Indonesia Nornor 77 Ta}ntn 2O2O ter tang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah, yang n enyatakan bahwa tata

cara penggunaan belanja tidak terd aga untuk mendanai

keperluan mendesak diiakukan melah i pergeseran anggaran

dari trelanja tidak terduga kepada bel.mja SKPDlUnit SKPD

yang membidangi;
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d. bahwa berdasarkan Bab VI huruf D angka 1 huruf  i 

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa jika 

pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, 

pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda 

perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan 

setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan 

Realisasi Anggaran; 

e. bahwa dalam rangka penanganan dampak bencana alam di 

Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Nias Selatan 

serta Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Andalalin 

Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara, perlu pergeseran 

anggaran belanja tidak terduga kepada belanja Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera 

Utara; 

f. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Balap Air 

Internasional Aquabike Tahun 2023 di Danau Toba Provinsi 

Sumatera Utara, perlu dilakukan pergeseran anggaran 

belanja tidak terduga dari anggaran belanja Badan 

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara kepada 

anggaran belanja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara; 

g. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Ikrar 

Merajut Keberagaman Nusantara dengan Semangat Falsafah 

Pancasila dan Spirit Dalihan Na Tolu bersama Wakil 

Presiden RI di Provinsi Sumatera Utara, perlu dilakukan 

pergeseran anggaran belanja tidak terduga dari anggaran 

belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi 

Sumatera Utara kepada anggaran belanja Biro Umum 

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara; 

h. bahwa dalam rangka pemenuhan kelangsungan pelayanan 

dasar dan operasional rumah sakit, perlu dilakukan 

pergeseran anggaran belanja tidak terduga dari anggaran 

belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi 

Sumatera Utara kepada anggaran belanja UPTD Khusus 

Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara; 
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i. bahwa dengan adanya realisasi anggaran belanja yang 

melebihi pagu anggaran pada Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara 

Tahun Anggaran 2023 di beberapa perangkat daerah serta 

berdasarkan usulan dari beberapa Perangkat Daerah di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk 

melakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar 

program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar 

kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, 

antar rincian obyek belanja, uraian rincian obyek belanja 

dalam jenis belanja yang sama, termasuk keperluan 

mendesak, pada anggaran belanja Perangkat Daerah di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Peraturan 

Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 

diubah; 

j. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, 

huruf g, huruf h dan huruf i, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur 

Sumatera Utara Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor  23 Tahun  2014 tentang 

Pemerintahan  Daerah (Lembaran    Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757); 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6864); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor  65  Tahun  

2010  tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5155); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6847); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6624); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 



- 6 - 
 

18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara 

Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Sumatera Utara Nomor 64); 

19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah 

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 6); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 42 TAHUN 

2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA 

UTARA TAHUN ANGGARAN 2023. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 42 Tahun 

2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera 

Utara Tahun 2023 Nomor 43), diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 sebelum 

perubahan sebesar Rp.15.447.837.409.257,00 bertambah/berkurang sebesar 

Rp.0,00 sehingga menjadi Rp. 15.447.837.409.257,00 dengan rincian sebagai 

berikut: 

1. Pendapatan daerah  

 a. semula Rp. 14.375.662.997.407,00 

 b. bertambah Rp. 0,00 

 Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 14.375.662.997.407,00 
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2. Belanja daerah  

 a. semula Rp. 15.391.837.409.257,00 

 b. bertambah Rp. 0,00 

 Jumlah belanja daerah setelah perubahan  Rp. 15.391.837.409.257,00 

3. Pembiayaan daerah  

 a. penerimaan pembiayaan 

  1) Semula Rp. 1.072.174.411.850,00 

  2) Bertambah Rp. 0,00 

   Jumlah penerimaan pembiayaan  

   setelah perubahan  Rp. 1.072.174.411.850,00 

 b. pengeluaran pembiayaan 

  1) Semula Rp. 56.000.000.000,00 

  2) Bertambah Rp. 0,00 

   Jumlah pengeluaran pembiayaan  

   setelah perubahan  Rp. 56.000.000.000,00 

   Jumlah pembiayaan netto  setelah perubahan Rp.   1.016.174.411.850,00 

 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari: 

1. Lampiran I  Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi 

Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

2. Lampiran II  Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

3. Lampiran III  Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

Hibah; 

4. Lampiran IV  Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

Bantuan Sosial; 

5. Lampiran  V  Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

Bantuan Keuangan; 
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6. Lampiran VI  Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bagi 

Hasil Pajak Daerah; 

7. Lampiran VII  Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

8. Lampiran VIII  Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 

Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas 

Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 

Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

9. Lampiran IX  Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

10. Lampiran   X  Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ 

Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan 

Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas 

Perbatasan Negara; 

 

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 4 

Pelaksanaan perubahan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam 

Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan 

Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai Lrerlaku pada tanggal diundarLgkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pen.4undangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daer lh Provinsi Sumatera

Utara.

Ditetapkan di Med m

pada tanggal 8 Noi ember 2023

PJ. GUBERNUR SL MATERA UTARA,

HASSANUDIN

Diundangkan di Medan

pada tanggal 8 November 2423

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ARIEF S. TRINUGROHO

BERiTA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2A23 NOMOR 47

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710413 199603 t AA2

ttd

ttd


